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bahwa MKEK Pusat dimandatkan tugas dan wewenang menerbitkan “Fatwa Etik
Kedokteran” terhadap dilema etik yang belum secara spesifik diatur dalam Sumpah Dokter
Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

bahwa tindak perundungan pada lingkup profesi kedokteran baik di pendidikan, penelitian,
pelayanan, dan institusi kesehatan adalah bentuk pelanggaran terhadap etika kedokteran
maupun etika dan aturan umum.

bahwa tindak perundungan dapat mengakibatkan kerugian korban perundungan seperti
finansial, kesehatan fisik, dan mental.

bahwa tindak perundungan di lingkungan pendidikan dapat memberikan contoh yang buruk
kepada generasi muda dan dapat memberikan paradigma keliru bahwa perundungan
adalah hal yang wajar.

bahwa tindak perundungan seringkali tidak dilaporkan oleh korban karena dapat berakibat
buruk pada pendidikan, karir, maupun hal lainnya.

bahwa terdapat penafsiran beragam terhadap tindak perundungan pada lingkungan profesi
kedokteran yang memerlukan acuan pada fatwa etik kedokteran.

Anggaran Dasar IDI Bab |l Pasal 7 dan 8.

Anggaran Rumah Tangga IDI Bab IV Pasal 21.

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana MKEK IDI Tahun 2018.

Artikel Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsuhidajat R, Setiabudy R, Prawiroharjo P,
et al. Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran. JEKI. 2019;3(2):56-
60. Doi:10.26880/jeki.v3i2.36 yang dapat diunduh http://ilmiah.id sebagai acuan sesuai
dengan Pedoman Organisasi dan Tatalaksana MKEK IDI pasal 33 ayat 2,

Deklarasi WMA 68th General Assembly, Oktober 2017 ; WMA Statement on bullying and
hamrassment within the profession.

Rapat koordinasi MKEK Pusat IDI, MKEK IDI Wilayah, dan Dewan Etik Perhimpunan
tanggal 29-30 Januari 2022.

Rapat Pleno MKEK Pusat IDI tanggal 8 dan 15 Februari, serta 1 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Fatwa etik kedokteran tentang perundungan pada lingkup profesi kedokteran sebagaimana
termaktub dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dar Surat Keputusan
MKEK ini.

MKEK IDI Pusat, MKEK IDI Wilayah, MKEK DI Cabang dan Dewan Etik Perhimpunan agar
mengawal penerapan keputusan ini sebaik-baiknya dan menindak tegas setiap praktik
perundungan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai keperluannya

Ketua,

Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.N(F

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2022
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Dr. Putri Dianita lka Meilia, Sp.FM, MCRM

NPA ID! : 68.646

NPA IDI : 69.806
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LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
Nomor : 044/PB/K.MKEK/03/2022
FATWA ETIK KEDOKTERAN
TENTANG
PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PROFESI KEDOKTERAN

Fatwa Etik Kedokteran MKEK Pusat mengenai perundungan di lingkungan profesi kedokteran adalah

sebagai berikut:
1. Perundungan adalah proses, cara, atau perbuatan dari pelaku yang memaksa, menyakiti atau

mengintimidasi korban. Perundungan dapat pula terjadi bila pelaku perundungan tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan olehnya.

2. Setiap dokter di Indonesia wajib memahami bahwa perundungan di lingkup profesi kedokteran
meliputi pendidikan, pelayanan, penelitian, dan aktivitas di organisasi profesi kedokteran merupakan
suatu bentuk perbuatan yang sangat tidak etis, tidak profesional, dan merusak nilai luhur profesi
kedokteran. Oleh karena itu, terjadinya perundungan di lingkup profesi kedokteran tidak dapat
ditoleransi sama sekali.

3. Setiap dokter di Indonesia tidak boleh melakukan tindak perundungan dalam bentuk apa pun terhadap
sejawat dokter, tenaga kesehatan, peserta didik, rekan kerja, sesama pengurus organisasi profesi
kedokteran, pasien, keluarga/wali pasien, dan masyarakat pada umumnya.

4, Tindakan yang dapat dikategorikan perundungan meliputi:

a. Ucapan, bahasa tubuh, dan tindakan yang bersifat derogatif (menghina dan/atau merugikan orang
lain), memaksa, menyakiti, atau mengintimidasi.

b. Unggahan di media massa, media sosial, dan media lainnya yang bersifat derogatif, memaksa,
menyakiti, atau mengintimidasi.

c. Pemaksaan untuk melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam tugas sesuai ketentuan dalam
lingkungan profesi kedokteran meliputi insitusi pendidikan, pelayanan, dan penelitian kedokteran.

d. Pemaksaan kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan
pribadi pelaku perundungan yang tidak sesuai dengan norma etik kedokteran.

e. Penugasan paksa di luar waktu kerja atau belajar yang ditetapkan sesuai ketentuan dalam institusi
pendidikan, pelayanan, dan penelitian kedokteran.

5. Upaya mencegah dan/atau meluruskan dokter yang melakukan perundungan tersebut merupakan
upaya yang bernilai etika profesi yang tinggi. Sebagai langkah pertama dari upaya ini, diharapkan
siapa pun yang merasa mengalami perundungan terhadap dirinya dan/atau yang menyaksikan suatu
tindak perundungan yang dilakukan khususnya oleh dokter pada lingkungan profesi kedokteran untuk
menegur dokter tersebut dengan cara yang baik dan tidak dilakukan di hadapan pasien/keluarga
pasien, media massa/media sosial yang bersifat publik, dan masyarakat.

6. Apabila perilaku dokter tersebut tidak berubah dan minta maaf terkait perilaku perundungan yang
sedang/telah dilakukan setelah ditegur sebagaimana dijelaskan pada butir 5, maka perbuatan
perundungan tersebut harus dilaporkan kepada otoritas lingkungan kedokteran terkait, antara lain
kepada MKEK IDI.

7. Upaya mencegah, melaporkan, dan melawan tindak perundungan di lingkungan profesi kedokteran
meliputi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kedokteran memiliki nilai etika profesi yang tinggi dan
harus sungguh-sungguh dikerjakan di seluruh lingkungan profesi kedokteran dan institusi terkait
profesi kedokteran meliputi pendidikan, pelayanan, dan penelitian.

8. Upaya perlindungan korban dan saksi perundungan untuk mengungkapkan hal yang terjadi, memiliki
nilai etika profesi yang tinggi. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten meliputi sebelum, selama,
dan setelah proses pengungkapan perundungan agar tidak berakibat munculnya masalah bagi korban
dan saksi tersebut dalam pendidikan, karir, dan hal lainnya di kemudian hari.
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9. Upaya mencegah, melaporkan, dan melawan tindak perundungan di lingkungan profesi kedokteran
sebagaimana dijelaskan butir 7 dan upaya perlindungan korban dan saksi perundungan sebagaimana
dijelaskan butir 8, disarankan untuk dijabarkan dalam suatu prosedur baku di sefiap lingkungan
pendidikan, penelitian, dan pelayanan kedokteran.

10. Pengurus Ikatan Dokler Indonesia, MKEK IDI, seluruh Perhimpunan dan Keseminatan, serta Dewan
Etik Perhimpunan, harus melakukan langkah-langkah pencegahan perundungan dan menyiapkan
prosedur pengelolaan kasus perundungan dengan sebaik- baiknya.

Fatwa etik kedokteran ini mengikat seluruh Dokter di Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2022
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